
 
 

 
 

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini terkait validitas Hukum Okun 

di kabupaten/kota Jawa Barat dan pengaruh spasial terhadap tingkat 

pengangguran di kabupaten/kota Jawa Barat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di 

kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2017 - tahun 2021 terbukti memiliki 

hubungan (negative) dengan arah terbalik, hal ini dapat menyatakan 

bahwa Hukum Okun terbukti valid di kabupaten/kota Jawa Barat. 

Pertumbuhan ekonomi memberikan efek negatif secara langsung 

maupun secara tidak langsung (spillover effect) terhadap tingkat 

pengangguran di kabupaten/kota Jawa Barat. Artinya, pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berpengaruh negatif 

signifikan secara langsung terhadap tingkat pengangguran di 

kabupaten/kota tersebut dan secara tidak langsung di kabupaten/kota 

tetangga.  

2. Berdasarkan hasil estimasi model spasial data panel, pengaruh spasial 

terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota Jawa Barat terbukti 

dan interaksi spasial secara spesifik bersifat endogen atau dipengaruhi 

oleh tingkat pengangguran dari kabupaten/kota tetangga. Hal ini dapat 

diartikan jika tingkat pengangguran di kabupaten/kota tetangga 
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meningkat maka akan berperan menambah kenaikan tingkat 

pengangguran di kabupaten/kota tersebut.   

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan dan kesimpulan diatas, 

maka implikasi yang diperoleh sebagai berikut:  

1) Hukum Okun dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dalam 

menjelaskan fenomena hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pengangguran di kabupaten/kota Jawa Barat. Dilakukan identifikasi 

awal dari temuan Hukum Okun pada penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. 

Pemerintah daerah perlu menjaga capaian tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi serta inklusif agar tingkat pengangguran dapat 

menurun. Menjaga capaian tingkat pertumbuhan dapat dilakukan 

dengan mendorong konsumsi rumah tangga yang akan berpengaruh 

meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi 

pemerintah. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemda dengan mempercepat 

realisasi APBD, yang akan meningkatkan nilai tambah dari sisi 

pengeluaran untuk menggerakkan ekonomi daerah seperti membeli 

produk lokal dan menciptakan lapangan kerja dari proyek 

pembangunan yang didanai dari APBD atau dana desa tersebut. Selain 

itu, pemerintah daerah perlu memberikan atensi yang lebih terhadap 

sektor usaha yang mampu menyerap tenaga padat karya (intensive 

labor). Khususnya terhadap sektor industri manufaktur, sektor 
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perdagangan dan sektor informal, dimana proporsi kemampuan 

menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya 

dan berkontribusi tinggi terhadap PDRB Jawa Barat. Pemerintah daerah 

sangat diperlukan berperan dalam peningkatan skills labor seperti 

mengadakan pelatihan atau peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam 

menguasai teknologi sesuai dengan kebutuhan sektor industri. Hal ini 

perlu dilakukan mengingat struktur perekonomian Jawa Barat sebagian 

besar ditopang oleh sektor industri. Tidak hanya itu, pemerintah juga 

bisa memberikan bantuan maupun pelatihan di bidang kewirausahaan 

bagi tenaga kerja yang tidak terserap dalam sektor industri, mengingat 

sektor perdagangan juga termasuk sebagai penopang struktur 

perekonomian Jawa Barat. 

2) Temuan pengaruh spasial dapat digunakan oleh pemerintah daerah 

sebagai acuan dalam rangka membuat kebijakan terkait pengentasan 

masalah pengangguran yang tinggi di Jawa Barat. Hasil temuan 

menunjukkan tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh tingkat 

pengangguran di kabupaten/kota tetangga dan secara tidak langsung 

juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota 

tetangga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah kabupaten/kota 

di Jawa Barat perlu melakukan kolaborasi atau kerjasama dan 

disarankan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota yang 

bertetangga untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat melakukan 
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kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota tetangga, dengan membuat 

rencana gerakkan aksi pengentasan tingkat pengangguran secara 

bersama-sama. Selain itu, optimalisasi kabupaten/kota yang berpotensi 

baik segi sumber daya alam maupun posisi geografis yang strategis 

untuk mendorong perekonomian kabupaten/kota di Jawa Barat, seperti 

yang sudah diproyeksikan yaitu Ciayumajakuning (Kota Cirebon, 

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan 

Kabupaten Kuningan yang merupakan wilayah bagian timur Jawa 

Barat). Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan infrastruktur sosial 

ekonomi dengan memperhatikan skala layanan dan juga efek limpahan 

manfaat (spillover effect) yang dapat mendorong peningkatan 

produktivitas sektoral. Sebagai contoh penciptaan lapangan kerja 

seperti pembangunan industri atau pabrik yang dapat menyerap banyak 

tenaga kerja dapat didirikan dekat dengan wilayah perbatasan antar 

kabupaten/kota, sehingga dapat menurunkan pengangguran tidak hanya 

di kabupaten/kota tersebut tetapi juga di wilayah kabupaten/kota yang 

berdekatan.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini sudah dilakukan sesuai dengan teori, namun masih 

terdapat keterbatasan yaitu penggunaan variabel yang hanya menguji 

hubungan Hukum Okun. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif terkait 

hubungan ini dapat ditambahkan variabel lainnya seperti jumlah jam kerja di 

sektor industri dan tingkat produktivitas tenaga kerja. 


